BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
PEGAWAI PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan produk hukum sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan Pembangunan di berbagai
bidang dan tatanan, serta memberikan bantuan
konsultasi terkait perancangan dalam penyediaan
regulasi lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD,
UPT, Lurah, Desa dan Lembaga lainnya;,

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan bantuan hukum
bagi masyarakat dan penanganan kasus-kasus yang
melibatkan Pemerintah Daerah baik dalam peradilan

maupun diluar peradilan;



Mengingat

C.

1.

bahwa untuk penyajian dokumentasi hukum yang
berkualitas dalam pemenuhan akses regulasi bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD, UPT, Lurah,
Desa dan Lembaga lainnya serta masyarakat melalui

Teknologi Informasi;

bahwa untuk meningkatkan Kinerja dan kualitas
Sumber Daya Aparatur berdasarkan kondisi kerja
Pegawai pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten
Gianyar dalam upaya meningkatkan pelayanan perlu

diberikan tambahan penghasilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b , huruf ¢ dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
Pegawai pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Kabupaten Gianyar;

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah — daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinitahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Menetapkan :

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gianyar Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 6};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PEGAWALI
PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Gianyar.



3. Koordinator adalah Petugas yang bertindak untuk
menyelaraska tindakan dan aktivitas Pengharmonisasian,
pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan produk
hukum daerah yang dibutuhkan oleh pemrakarsa
lingkup Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati/
Keputusan Kepala SKPD.

4. Verifikator adalah petugas Pemeriksa Rancangan Produk
Hukum Daerah yang melakukan serangkaian kegiatan
Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi

rancangan produk hukum daerah.

5. Bantuan Hukum adalah kegiatan fasilitasi dalam hal
bantuan hukum yang dibutuhkan oleh SKPD dan
masyarakat dengan menggunakan jasa Advokat/
Pengacara Negara yang ditetapkan oleh Pemerintahan
Daerah.

6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan
diluar Gaji dan Tunjangan lainnya yang diberikan
berdasarkan kondisi kerja yang disesuaikan dengan

kemampuan keuangan Daerah.
Pasal 2
Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi
kerja kepada Pegawai pada Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 3

Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :



a. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi
rancangan produk hukum daerah yang dibutuhkan oleh
SKPD, BUMD, UPT, Lurah, Desa dan Lembaga lainnya.

b. Autentifikasi / Pengesahan Salinan Produk Hukum
Daerah;

c. Pendampingan dan Layanan Bantuan Hukum; dan

d. Layanan Dokumentasi Hukum yang dibutuhkan oleh
SKPD, BUMD, UPT, Lurah, Desa dan Lembaga lainnya
serta masyarakat.

Pasal 4

Kondist Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilaksanakan :

a. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
sebagai :

1. Koordinator Pengharmonisasian, pembulatan,
pemantapan konsepsi rancangan produk hukum
daerah, layanan konsultasi Perancangan Produk
Hukum Daerah dan bantuan hukum; dan

2. Pejabat autentifikasi / Pengesahan salinan produk
Hukum Daerah.

b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada
Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
sebagai :

1. Wakil Koordinator Pengharmonisasian, pembulatan,
pemantapan konsepsi rancangan produk hukum
daerah dan layanan konsultasi Perancangan Produk
Hukum Daerah; dan

2. Koordinator Verifikasi Produk Hukum Daerah

(Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan



Bupati dan Keputusan Kepala SKPD) dari SKPD

Pemrakarsa.

c. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada
Bagian Hukum dan HAM setda Kabupaten Gianyar
sebagai:

1. Wakil Koordinator Pengharmonisasian,
pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan
produk hukum daerah dan Layanan Bantuan
Hukum; dan

2. Koordinator Verifikasi Produk Hukum Daerah
(Peraturan  Bupati, Keputusan Bupati dan
Keputusan Kepala SKPD) dari SKPD Pemrakarsa

d. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian
Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar sebagai :

1. Wakil Koordinator Pengharmonisasian,
pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan
produk hukum daerah dan Layanan Dokumentasi
Hukum; dan

2. Koordinator Verifikasi Produk Hukum Daerah
(Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
Keputusan Kepala SKPD) dari SKPD Pemrakarsa.

e. Staf Teknis pada Bagian Hukum Dan HAM sebagai
Verifikator, fasilitasi, distribusi dan Dokumentasi
Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

Besarmya pemberian tambahan penghasilan berdasarkan

kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2



sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

ini,

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diberikan kepada pegawai yang sudah bekerja

minimal selama 1 (satu) tahun, kecuali menduduki Jabatan.

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan
pekerjaan dengan beban berupa pembagian penanganan
SKPD, BUMD, UPT, Lurah, Desa dan Lembaga lainnya dalam
perancangan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan

Dokumentasi Produk Hukum Daerah.

Pasal 8
Pembagian tugas dan beban tanggungjawab atas
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 9
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang



Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
Pegawai Pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2015 Nomor 5} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI GIANYAR,
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Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

VA
IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 1



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TANGGAL 4 JANUARI 2016

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KONDISI KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN HUKUM DAN
HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,.

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
PEGAWAI PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

NO JABATAN TUNJANGAN /
BULAN
1 2 | 3
Kepala Bagian Hukum dan HAM o Rp. 5.500.000
2. Para Kasubag pada Bagian Hukum dan|
HAM
a. Kasubag Golongan IV Rp. 4.000.000
b. Kasubag Golongan Il Rp. 3.000.000
3. Staf pada Bagian Hukum dan HAM :
a. Golongan III Rp. 2.500.000
b. Golongan II Rp. 2.000.000
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